
 

 

 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN  BUPATI MADIUN 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN 

DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020 

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan 

Setiap Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

  2. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara; 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan   Daerah; 

  4. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang  

Kecamatan; 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

  10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  6   Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 

2019; 

  11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; 

  12. Peraturan    Bupati   Madiun  Nomor  60 Tahun  2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun; 

13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Dana Kelurahan Pemerintah 

Kabupaten Madiun; 

14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020. 

  

Kepala BPKAD  

Kepala Bagian Hukum  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP 

KELURAHAN DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah. 

2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun 

yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Madiun dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.  

5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang 

selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di 

daerah kabupaten/kota yang bersumber dari APBN untuk 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. 

 

  
Kepala BPKAD  

Kepala Bagian Hukum  
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BAB  II 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

Pasal 2 

(1) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata. 

(2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 

Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 16 Maret 2020 

                     

BUPATI  MADIUN, 

ttd 

ttdAHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun  

pada tanggal 16 Maret 2020     

 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 

 

TONTRO PAHLAWANTO 
    

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 11 

 
 

SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

ALIF MARGIANTO 

  NIP. 197805252002121006 



LAMPIRAN  :   PERATURAN BUPATI MADIUN 
  NOMOR     : 11 TAHUN 2020 

                                                                                                                                                  TENTANG  : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM  TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN DI 
KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020 

  

REKAPITULASI ANGGARAN KELURAHAN KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020 

NOMOR URAIAN 
ANGGARAN KELURAHAN NOMOR 

HALAMAN 

DALAM PERDA 
APBD DAU TAMBAHAN TOTAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kecamatan Dolopo     

 1. Kelurahan Bangunsari Dolopo 717.135.340,00 366.000.000,00 1.083.135.340,00 129 

 2. Kelurahan Mlilir 715.126.000,00 366.000.000,00 1.081.126.000,00 130 

2. Kecamatan Madiun      

 1. Kelurahan Nglames 723.143.500,00 366.000.000,00 1.089.143.500,00 141 

3. Kecamatan Mejayan     
 1. Kelurahan Bangunsari Mejayan 713.930.620,00 366.000.000,00 1.079.930.620,00 144 

 2. Kelurahan Krajan 715.126.600,00 366.000.000,00 1.081.126.600,00 145 

 3. Kelurahan Pandean 715.084.177,00 366.000.000,00 1.081.084.177,00 146 

4. Kecamatan Wungu     
 1. Kelurahan Wungu 715.126.000,00 366.000.000,00 1.081.126.000,00 154 

 2. Kelurahan Munggut 715.126.000,00 366.000.000,00 1.081.126.000,00 155 

JUMLAH 5.729.798.237,00 2.928.000.000,00 8.657.798.237,00  

BUPATI  MADIUN, 

ttd  ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 Maret 2020     
 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 

TONTRO PAHLAWANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 11 

 

 
SALINAN 

Sekretaris Daerah Kab. Madiun  

Kepala BPKAD  

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
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